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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahi Robbil’alaamiin, Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2025 ini dapat tersusun. 

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan menjadi salah satu isu 

strategis Nasional, dimana sesuai dengan target 2025 sebesar 0%. Agar dapat mewujudkan 

pencapaian tersebut dibutuhkan sinkronisasi, koordinasi dan upaya bersama yang 

melibatkan seluruh stakeholder sehingga perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi daapat 

saling berkesinambungan dengan baik. 

Rencana Aksi Tahunan (RAT) disusun berdasarkan amanah Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Penyelarasan Kerja serta 

Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Provinsi. Dokumen RAT ini merupakan rencana kerja Pembangunan Daerah 

di Bidang penanggulangan Kemiskinan untuk periode 1 (satu) Tahun.  

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) berisi strategi dan kebijakan 

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2025, serta program 

dan anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan 

kemiskinan oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan 

adanya rencana aksi ini diharapkan Provinsi Sulawesi Selatan bisa menurunkan angka 

kemiskinan dan disparitas kemiskinan antara desa dan kota agar semakin mengecil. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi 

dalam penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2025. Semoga dokumen ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam upaya 

mendukung Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi 

Selatan.  

Makassar,  15  Juli  2025 
Kepala Badan 
Selaku Sekretaris Tim TKPK 
 

 
 
 

Setiawan Aswad, M.Dev.Plg 
NIP. 19730825 199203 1 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 
Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

dalam upaya berkelanjutan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan adalah prioritas utama 

pembangunan nasional dan daerah, mengingat dampaknya yang multidimensional 

terhadap kualitas hidup, pembangunan sumber daya manusia, serta stabilitas sosial dan 

ekonomi. 

Sulawesi Selatan, sebagai salah satu provinsi dengan potensi sumber daya alam dan 

manusia yang melimpah, terus berupaya mengoptimalkan seluruh elemen pembangunan 

untuk mencapai kemajuan yang inklusif dan merata. Meskipun demikian, tantangan 

kemiskinan tetap menjadi agenda penting yang memerlukan pendekatan holistik, 

terintegrasi, dan berbasis data. 

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, 

persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada Februari 2025 adalah sebesar 8,06%. 

Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 7,03%, dan 

September 2023 sebesar 7,37%. Jumlah penduduk miskin pada Februari 2025 tercatat 

sebanyak 736,48 ribu orang, mengalami kenaikan sebanyak 96,95 ribu orang dibandingkan 

Maret 2024, dan penurunan sebanyak 67,73 ribu orang dibandingkan September 2023. 

Kondisi ini memerlukan perhatian lebih pada program dan kebijakan yang akan 

dilaksanakan, menjadi pekerjaan rumah untuk menuntaskan masalah kemiskinan masih 

panjang dan memerlukan upaya yang lebih intensif dan terarah. 
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Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Sulawesi Selatan pada September 2024 tercatat sebesar 

1,39, dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,34. Angka-angka ini menunjukkan 

bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan, 

serta kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin masih ada. Selain itu, garis 

kemiskinan di Sulawesi Selatan pada September 2024 adalah 467.991,-/kapita/bulan, yang 

terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp350.315,- (74,68%) dan Garis Kemiskinan 

Non Makanan sebesar Rp117.676,- (25,32%). 

RAT Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan 

dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mengacu pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan. Dokumen ini juga 

memperhitungkan isu-isu strategis nasional dan global, termasuk upaya pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya 

tujuan tanpa kemiskinan (SDG 1) dan tanpa kelaparan (SDG 2). 

Melalui RAT ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, 

dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat secara luas, dapat 

bersinergi dan berkolaborasi dalam mengimplementasikan program-program yang efektif, 
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efisien, dan tepat sasaran. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, kita 

optimis mampu mewujudkan Sulawesi Selatan yang lebih sejahtera, adil, dan 

berkelanjutan. 

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama 

penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu : 

1. Perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial 

2. Peningkatan akses pelayanan dasar 

3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan 

4. Pembangunan yang inklusif. 

Dengan memperhatikan 4 prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan di Provinsi 

Sulawesi Selatan dilakukan dengan empat strategi utama yaitu : 

1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 

2. meningkatkankemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 

3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil;  

4. membentuk sinergi kebijakan dan programpenanggulangan kemiskinan. 

Strategi dituangkan melalui bantuan sosial, pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan 

usaha ekonomo mikro dan kecil, serta program lainnya dengan tujuan meningkatkan 

kegiatan ekonomi yang tertuang dalam komitmen daerah dan dijabarkan dalam program, 

kegiatan, subkegiatan dan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah 

dan Negara, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan 

Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

(TKPK) Provinsi, yang mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, 

perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu 

melaksanakan fungsi dimaksud maka Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

(TKPK) Provinsi Sulawesi Selatan menyusun kerangka berfikir logis yang dituangkan 

dalam dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025
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1.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud disusun RAT Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan 

kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk Tahun 

2025; 

2. Sebagai salah satu referensi dalam penyusunan dokumen perencanaan 

dan penganggaran Perangkat Daerah yang berkaitan dengan 

penanggulangan kemiskinan; 

3. Sebagai salah satu instrument penghitungan pencapaian kinerja pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanggulangan kemiskinan 

Adapun tujuan penyusunan RAT Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

1. Terintegrasinya Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan 

Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan ke dalam RKPD Provinsi Sulawesi 

Selatan 

2. Sebagai dasar dalam menyusun rancangan kebijakan pembangunan daerah 

di bidang penanggulangan kemiskinan yang dimuat dalam dokumen Renja 

Kerja (Renja) OPD. 

3. Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan 

pembangunan nasional dan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi 

Selatan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  (Sustainable  

Development  Goals/SDG’s)  terutama  tujuan penanggulangan 

kemiskinan; 

4. Menjadi instrumen sinkronisasi kesatuan kebijakan penanggulangan 

kemiskinan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

pengendalian sampai dengan evaluasi di tingkat daerah hingga pusat 

5. Implementasi Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 bahwa TKPK Provinsi 

menyusun RAT sebagai agenda tahunan penanggulangan kemiskinan 



 7 

daerah. 
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1.3. Dasar hukum penyusunan RAT, yaitu: 

 
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 entang Pemerintahan Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);  

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4967);  

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856);  

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); 



 9 

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10);  

9. Instruksi Presiden No 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan 

Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia 

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 794); 

12. Keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota 

Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024; 

13. Keputusan Menko PMK Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber Dan 

Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 

14. Keputusan Menko PMK Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 

1.4. Sistematika Penulisan 

 Dokumen ini terdiri dari  5 bab sebagai berikut : 

1. Bab pertama tentang pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang, 

maksud dan tujuan, dasar hukum dari penyusunan dokumen RAT Tahun 2025. 

Selain itu, pada bab ini juga diulas mengenai hubungan antara dokumen RAT 

Tahun 2025 dan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, serta 

sistematika penulisan dokumen. 
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2. Bab kedua tentang hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya yang menyajikan 

deskripsi ringkas serta hasil capaian serta evaluasi pelaksanaan program 

penanggulangan kemiskinan pada tahun 2024. 

3. Bab ketiga tentang kebijakan dan strategi tahun berjalan, menjelaskan kebijakan 

dan strategi penanggulangan kemiskinan, serta arah kebijakan penanggulangan 

kemiskinan berdasarkan RAT Tahun 2024. 

4. Bab keempat tentang penutup, menyajikan kesimpulan utama dari dokumen 

Rencana Aksi Tahunan (RAT) Tahun 2025. 
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BAB 2 
 

HASIL EVALUASI KINERJA 
 
 
2.1 Kondisi Umum Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selama rentang waktu September 2018 hingga September 2024, dinamika 

kemiskinan di Sulawesi Selatan menunjukkan pola yang tidak stabil, baik dalam 

jumlah absolut maupun proporsi terhadap total penduduk. Beberapa periode 

mencatat lonjakan signifikan, terutama pada awal dan pertengahan tahun 2020. 

Kondisi ini berkaitan erat dengan krisis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-

19, yang memicu penurunan kondisi sosial ekonomi dan berdampak langsung 

pada meningkatnya angka kemiskinan antara Maret 2020 hingga Maret 2022.  

2.1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan 

Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2023 sampai dengan September 2024 

berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dapat disajikan 

pada Gambar 1.  

 
 
 

BERITA RESMI STATISTIK 

No. 06/01/73/Th.XXIX, 15 Januari 2025 
 
 

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN SULAWESI 

SELATAN SEPTEMBER 2024 TURUN MENJADI 

7,77 PERSEN 
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Sumber : Badan Pusat Statistik (2025) 
 

Pada September 2024, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan 

tercatat sebanyak 711,77 ribu jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 

24,7 ribu jiwa dibandingkan kondisi Maret 2024. Jika dibandingkan dengan 

Maret 2023, penurunan jumlah penduduk miskin bahkan mencapai 77,08 ribu 

jiwa. Secara persentase, tingkat kemiskinan pada September 2024 berada pada 

angka 7,77 persen, mengalami penurunan 0,29 persen poin dari Maret 2024, 

dan turun 0,93 persen poin jika dibandingkan dengan Maret 2023. 

 

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan 
September 2018- September 2024 

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2023 - September 2024 
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Sumber : Badan Pusat Statistik (2025) 
 
Jika dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggal, selama periode Maret 

hingga September 2024, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan 

mengalami peningkatan sebesar 8,9 ribu jiwa. Sebaliknya, di wilayah 

perdesaan terjadi penurunan sebanyak 33,7 ribu jiwa. Secara keseluruhan, 

persentase penduduk miskin menurun dari 10,74 persen menjadi 10,11 persen. 

 

2.1.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan di Provinsi 
Sulawesi Selatan, Maret 2024 – September 2024 

 
Indeks keparahan kemiskinan digunakan untuk menunjukkan tingkat 

ketimpangan pengeluaran di antara kelompok masyarakat miskin. Pada 

rentang waktu Maret hingga September 2024, tercatat penurunan pada Indeks 

Kedalaman Kemiskinan, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami 

kenaikan. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,393 pada Maret 

menjadi 1,384 pada September 2024. Sebaliknya, Indeks Keparahan 

Kemiskinan menunjukkan peningkatan, dari 0,341 menjadi 0,354 dalam 

periode yang sama. 

Jika dilihat berdasarkan wilayah, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan maupun 

Indeks Keparahan Kemiskinan tercatat lebih tinggi di perdesaan dibandingkan 

dengan perkotaan. Pada September 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan di 

daerah perkotaan berada pada angka 0,863, sedangkan di perdesaan nilainya 

mencapai 1,862. Hal serupa juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan, 

di mana wilayah perkotaan mencatat angka 0,283, sementara perdesaan 

menunjukkan angka yang lebih tinggi, yaitu 0,461. 
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Tabel 4. Perkembangan Garis Kemiskinan, Maret 2023 - September 2024 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2025) 

 

2.1.3. Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, Maret 2024 – September 
2024  

 

Garis kemiskinan merupakan batas minimum pengeluaran per kapita per 

bulan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dasar, baik makanan 

maupun nonmakanan, agar seseorang tidak digolongkan sebagai penduduk 

miskin. Pada September 2024, nilai garis kemiskinan tercatat sebesar Rp467.991 

per kapita per bulan, meningkat sebesar 1,91 persen dibandingkan Maret 2024.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di 
Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Maret 2023 - September 2024 
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  Sumber : Badan Pusat Statistik (2025) 

Jika dilihat dari komponennya, yaitu Garis Kemiskinan Makanan 

(GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa 

pengeluaran untuk makanan masih menjadi komponen dominan. Pada 

periode tersebut, GKM menyumbang 74,86 persen terhadap total garis 

kemiskinan. Jenis komoditas makanan yang paling besar kontribusinya 

terhadap garis kemiskinan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, 

umumnya relatif sama. Beras menjadi penyumbang utama, dengan kontribusi 

sebesar 21,55 persen di perkotaan dan 26,56 persen di perdesaan. Komoditas 

berikutnya adalah rokok kretek filter yang memberikan sumbangan sebesar 

11,30 persen di perkotaan dan 10,69 persen di perdesaan. Komoditas lainnya 

yang turut berkontribusi antara lain telur ayam ras (3,97 persen di perkotaan 

dan 3,61 persen di perdesaan), ikan bandeng (3,10 persen di perkotaan dan 3,30 

persen di perdesaan), ikan tongkol/tuna/cakalang (2,66 persen di perkotaan 

dan 2,30 persen di perdesaan), serta kue basah (2,65 persen di perkotaan dan 

2,61 persen di perdesaan). Sementara itu, komoditas nonmakanan yang 

memberi kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan di kedua wilayah 

mencakup pengeluaran untuk perumahan, bahan bakar seperti bensin, listrik, 

biaya pendidikan, perlengkapan mandi, pakaian jadi untuk anak-anak dan 

perempuan dewasa, serta produk perawatan tubuh seperti kulit, wajah, kuku, 

dan rambut. 
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 Sumber : Badan Pusat Statistik (2025) 
 
Garis Kemiskinan per rumah tangga mencerminkan rata-rata jumlah 

pengeluaran minimum yang diperlukan setiap rumah tangga agar tidak 

tergolong miskin. Pada September 2024, nilai rata-rata garis kemiskinan per 

rumah tangga tercatat sebesar Rp2.508.432 per bulan, mengalami peningkatan 

sebesar 1,91 persen dibandingkan dengan Maret 2024 yang berada pada angka 

Rp2.489.005 per bulan. 

 

 

 

 

Tabel 5. Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta 
Kontribusinya (%), September 2024 
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 Sumber : Badan Pusat Statistik (2025) 

 

 Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama 

periode Maret 2024 – September 2024 antara lain adalah : 

1. Perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan III-2024 tumbuh positif 

sebesar 5,08 persen (y-on-y). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi 

Sulawesi Selatan triwulan III-2024 tumbuh positif sebesar 4,96 persen (c-to-

c). Pertumbuhan ekonomi naik 11,83% pada Triwulan III-2024 dibanding 

Triwulan I-2024 

2. Ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh positif pada triwulan III-2024, 

mengalami percepatan jika dibandingkan dari triwulan II-2024 dan 

triwulan III tahun 2023 

3. Perkembangan Indeks Harga Konsumen September-2024 terhadap Maret-

2024 mengalami deflasi 0,52 persen. 

4. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2024 sebesar 4,19 persen, 

menurun disbanding Agustus 2023 sebesar 4,33 persen.  

2.1.4. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi 
Selatan 

 

Penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu prioritas utama 

pemerintah, sejalan dengan komitmen dalam Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs) serta instruksi Presiden dalam Rapat Terbatas pada 4 

Tabel 6. Garis Kemiskinan per Kapita Rumah Tangga Miskin, Maret 2024 - September 2024 
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Maret 2020, yang menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai nol 

persen pada tahun 2024. Untuk mendukung implementasi target tersebut, 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

(Kemenko PMK) menggagas penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai 

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Inpres Nomor 4 Tahun 2022 

tentang “Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” resmi diberlakukan 

pada 8 Juni 2022. Instruksi ini ditujukan kepada 22 kementerian, 6 lembaga, 

serta seluruh kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) agar melakukan 

kolaborasi lintas sektor dan memperkuat sinergi antara program-program 

pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat penghapusan kemiskinan 

ekstrem.  

Sebagaimana yang tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022, menugaskan 

Gubernur untuk: 

1. Mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan 

ekstrem di wilayah provinsi 

2. Mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang 

ditetapkan oleh Bupati/Walikota; 

3. Menyusun Program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi dalam rangka percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama 

dan alamat (by name by address) 
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Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengembangkan aplikasi SIAP 

BOSS sebagai instrumen pendukung dalam percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem. Melalui aplikasi ini, seluruh program dan kegiatan yang 

dijalankan oleh pemerintah provinsi dapat dipantau secara jelas, khususnya 

yang menyasar langsung masyarakat dalam data P3KE yang telah melalui 

proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah kabupaten/kota. 

2.2 Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Pensasaran Percepatan 
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Sebagai tindak lanjut dari surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 

460/7460/Bangda mengenai percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, 

telah diterbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor 30 Tahun 2022 tentang 

Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam rangka mendukung percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem. Data yang digunakan berasal dari 

Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga 

Gambar 1. Persentase Kemiskinan Ekstrem Menurut Kabupaten / Kota, Maret 2023 
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Berencana Nasional (BKKBN), termasuk hasil pemutakhiran yang telah 

diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesejahteraan. 

Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) digunakan sebagai 

acuan dalam menetapkan sasaran program-program penghapusan kemiskinan 

ekstrem yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 

Daerah. Seluruh bentuk intervensi dalam upaya pengentasan kemiskinan 

diarahkan untuk memanfaatkan data P3KE sebagai dasar perencanaan dan 

pelaksanaan. Adapun cakupan data P3KE meliputi: 

a. Data sebaran jumlah individu / keluarga (tanpa nama dan alamat) 

menurut variabel terpilih di tingkat provinsi/kabupaten/kota/kecamatan; 

b. Data Individu / Keluarga (tanpa nama dan alamat) menurut variabel 

terpilih di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan; 

c. Data individu/keluarga dengan nama dan alamat (by name by address) 

menurut variabel terpilih di tingkat provinsi/kabupaten/kota/kecamatan. 

Pemanfaatan data P3KE bertujuan untuk melengkapi Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta meningkatkan ketepatan sasaran berbagai 

program, khususnya dalam menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum 

terakomodasi dalam program bantuan akibat kesalahan pengecualian 

(exclusion error). Sebagai bagian dari tindak lanjut dan wujud sinergi 

pemanfaatan data P3KE, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat 

Nomor 401/10947/Bappelitbangda menginstruksikan kepada Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat kabupaten/kota untuk 

menyusun dan menyampaikan laporan hasil verifikasi serta validasi data P3KE 

dan DTKS. Laporan tersebut diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan oleh 

Bupati atau Wali Kota setempat. 

Adapun sebaran dapat P3KE Desil 1 di seluruh Kabupaten/Kota, Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2024, dengan base data 2023 adalah sebagai berikut:  
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Tabel 7. Jumlah KK Desil 1 Berdasarkan data P3KE 2024 (catatan : data ini belum 
diverifikasi oleh Kab/Kota) 

No Kab/Kota 
Jumlah 

Keluarga 
Jumlah Individu 

1 Kep. Selayar 3.800 18.706 

2 Bulukumba 9.696 47.029 

3 Bantaeng 6.523 28.495 

4 Jeneponto 14.038 64.333 

5 Takalar 7.782 35.847 

6 Gowa 17.949 89.869 

7 Sinjai  7.060 38.079 

8 Bone 22.512 115.348 

9 Maros 10.586 51.360 

10 Pangkep 12.583 60.288 

11 Barru 4.963 25.559 

12 Soppeng 6.114 29.698 

13 Wajo 8.554 42.429 

14 Sidrap 5.762 29.053 

15 Pinrang 10.150 52.557 

16 Enrekang 6.554 37.745 

17 Luwu 9.363 54.918 

18 Tana Toraja 7.221 45.506 

19 Luwu Utara 10.387 54.514 

20 Luwu Timur 5.538 29.875 

21 Toraja Utara 5.452 36.167 

22 Makassar 17.453 93.254 

23 Pare Pare 2.105 11.444 

24 Palopo 4.061 21.990 

 Sulawesi Selatan 215.940 1.114.607 

Sumber : Kemenko PMK 2024 
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2.3 Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2024 

 

Sebagai bagian dari tindak lanjut dalam upaya penanggulangan kemiskinan, 

disusun berbagai program dan kegiatan yang mendukung kebijakan di bidang 

tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 

tentang Tata Kerja, Penyelarasan, serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber 

Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat 

Provinsi dan Kabupaten/Kota, dijelaskan pada Pasal 18 bahwa program 

penanggulangan kemiskinan mencakup bantuan sosial dan jaminan sosial 

terpadu yang menyasar rumah tangga, keluarga, dan individu; program 

pemberdayaan masyarakat; penguatan usaha mikro dan kecil; serta program 

lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap 

pengurangan angka kemiskinan. 
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Tabel 8. Tagging Anggaran percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 
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Berdasarkan data anggaran tahunan penanggulangan kemiskinan di Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2024, tercatat bahwa 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan yang 

berfokus pada penanggulangan serta penghapusan kemiskinan ekstrem. Total 

anggaran yang dialokasikan oleh 16 OPD tersebut mencapai Rp 136.900.111.250,- 

yang terbagi ke dalam tiga strategi utama, yakni pengurangan beban pengeluaran, 

peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengurangan wilayah-wilayah dengan 

konsentrasi kemiskinan tinggi. 

Namun, hingga akhir tahun 2024, realisasi anggaran baru mencapai Rp 

47.892.782.792,- atau sekitar 34,98 persen dari total alokasi. Rendahnya realisasi ini 

disebabkan oleh kebijakan refocusing atau pemotongan anggaran yang diberlakukan 

akibat keterbatasan fiskal daerah. Defisit anggaran membuat ruang fiskal provinsi 

menjadi sempit, sehingga dana untuk sejumlah program prioritas, termasuk kegiatan 

penanggulangan kemiskinan di OPD teknis, mengalami pemangkasan. 

Dampak dari pengurangan ini adalah menurunnya capaian indikator kinerja 

pada program dan kegiatan yang terkena pemotongan, khususnya dalam 

implementasi P3KE dan upaya pengentasan kemiskinan secara umum. Meski 

demikian, terdapat capaian positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 

tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan menunjukkan tren penurunan signifikan 

selama periode 2023–2024. Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin tercatat 788,85 

ribu jiwa atau 8,06 persen, dan menurun menjadi 711,77 ribu jiwa atau 7,77 persen 

pada September 2024. Penurunan sebesar 0,29 persen ini mencerminkan hasil 

kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, 

hingga peran aktif sektor swasta, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan 

masyarakat secara luas. 
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BAB 3 
 

KEBIJAKAN  DAN STRATEGIS KEMISKINAN DI PROVINSI 
SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 

 
3.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah Indonesia dalam 

menuntaskan agenda besar yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem. Target ini sejalan 

dengan komitmen global melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals/SDGs), khususnya tujuan 1 (No Poverty), yang menargetkan 

penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia pada tahun 2030. 

Penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem telah dituangkan ke dalam 

berbagai kebijakan nasional sebagai pedoman utama pembangunan inklusif. Salah 

satu kebijakan paling mutakhir adalah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 

8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem.  

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan 

Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah diterbitkan 

pada tanggal 27 Maret 2025. Inpres ini menginstruksikan seluruh 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna 

mengoptimalkan pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan 

kemiskinan ekstrem, dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program. 

Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) terkait akan mengimplementasikan kebijakan ini dengan fokus pada: 

1. Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan 
Kemiskinan Ekstrem 

Hal tersebut  menjadi inti dari Inpres nomor 8 tahun 2025. Provinsi Sulawesi 

Selatan akan menyelaraskan program-program daerah dengan tujuan nasional 

untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem. 
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2. Ketepatan Sasaran dan Integrasi Program 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan fokus pada pendataan penduduk 

miskin (secara fisik, sosial, dan ekonomi),  validasi data penduduk miskin (by name 

by address), dan penandaan program (kegiatan dan anggaran, jumlah sasaran 

penduduk miskin) untuk memastikan bantuan dan program tepat sasaran. Ini juga 

mencakup sinergi antar OPD dan lembaga terkait. 

3. Peningkatan Akses Pelayanan:  

Inpres ini menekankan peningkatan akses pelayanan. Ini bisa berarti peningkatan 

akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan (termasuk program sekolah rakyat 

yang disebutkan dalam beberapa berita terkait Inpres 8/2025), air minum, dan 

pengelolaan air limbah domestik bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. 

4. Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas 

Upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui 

pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas akan menjadi prioritas. Ini 

bisa melibatkan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan 

pelatihan bagi usaha mikro 

5. Pemanfaatan Data Terpadu dan Akurat. 
 
Pemerintah akan mengintegrasikan data sosial dan ekonomi melalui Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan data 

kependudukan dari Dukcapil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi 

sasaran program sosial dan ekonomi, sehingga intervensi dapat lebih tepat dan 

memberikan hasil yang optimal. Kementerian Sosial juga mengajak pemerintah 

daerah menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai 

landasan program pengentasan kemiskinan. 

 

6. Sinergi dan Koordinasi Lintas Sektor:  

Penanggulangan kemiskinan dijalankan secara sistematis, terencana, dan 

terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti 
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pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. 

Koordinasi ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 

Tahun 2020 sebagai pedoman penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah (RPKD). 

Arah kebijakan  Kemiskinan memperkuat sistem jaminan perlindungan dan 

rehabilitasi sosial ditujukan untuk memastikan kelompok masyarakat miskin dan 

miskin ekstrem dapat memperoleh berbagai program bantuan sosial, jaminan sosial, 

subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi 

beban pengeluaran masyarakat. Untuk itu dibutuhkan data sasaran penerima 

masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang valid/update melalui upaya 

mempercepat pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima perlindungan sosial. 

Upaya ini sangat strategis untuk memastikan ketepatan sasaran dan lokasi prioritas 

kelompok masyarakat penerima serta mendorong keterpaduan dan sinergi program 

lintas perangkat daerah dan lintas sektor. 

Arah kebijakan meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar dan akses terhadap 

layanan dasar intervensi ditujukan untuk pemenuhan pelayanan dasar, seperti 

peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur 

kesehatan, infrastruktur sanitasi dan air minum layak, peningkatan konektivitas antar 

wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta 

pembangunan infrastruktur jalan. Penyediaan layanan dan infrastruktur pendidikan, 

kesehatan, sanitasi, dan air minum akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

(SDM) sehingga diharapkan dapat memutus lingkaran setan kemiskinan (vicious 

circle of poverty). Konektivitas antar wilayah yang mencakup infrastruktur jalan, 

jembatan dan sarana transportasi akan memperlancar arus barang dan jasa yang 

berdampak pada meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat dan 

pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang. 

Arah kebijakan meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin ditujukan untuk 

meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui intervensi 

pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan produktivitas 

kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau 
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pendapatan. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas 

SDM yang dapat menjadi aktor perekonomian lokal dengan penekanan pada 

keterampilan teknis dan skill yang menjadi minat masyarakat. Diharapkan 

kedepannya menjadikan masyarakat miskin “naik kelas” keluar dari garis 

kemiskinan dan kelompok masyarakat yang sudah berada diatas garis kemiskinan 

(hampir miskin dan rentan miskin) tidak kembali menjadi miskin. 

 
3.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan 

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait penanggulangan kemiskinan 

tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Prov Sulsel 

2025   dengan  Tema “ Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia 

yang Berdaya Saing”, dengan Prioritas Pembangunan  sebagai Berikut : 

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan 

inovatif 

2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 

3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 

4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 

5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 

Untuk Prioritas Daerah ke-4 yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang 

berkualiutas dan merata memiliki tujuan dan sasaran  

Prioritas Pembangunan Daerah : 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata dengan Tujuan 

dan sasaran prioritas adalah Menurunnya angka kemiskinan.  Menurunnya angka 

kemiskinan dilakukan melalui  3 (tiga) Strategi : 

1. Mengurangi beban pengeluaran Masyarakat, khususnya miskin dan miskin 

ekstrem 

Strategi ini dilakukan untuk memastikan kelompok masyarakat miskin dan 

miskin ekstrem dapat memperoleh berbagai program bantuan sosial, jaminan 

social, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat 

mengurangi beban pengeluaran masyarakat.  Strategi pengeluaran beban 

pengeluaran perlu didukung diantaranya dengan bantuan social, subsidi dan 
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jaminan social oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah.  Perangkat 

Daerah memprioritaskan penyaluran program – program bantuan sosial kepada 

data sasaran kemiskinan ekstrem . 

 

2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan  Masyarakat miskin  

Strategi ini diarahkan melalui intervensi pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan 

dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk 

meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan. Penyelenggaraan pendidikan 

dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM yang dapat 

menjadi aktor perekonomian lokal. Dalam pendidikan, dan pelatihan selain 

menekankan pada pengetahuan, namun juga berkaitan dengan keterampilan 

teknis dan skill yang menjadi minat individu. Strategi ini ditempuh untuk menjaga 

kelompok masyarakat yang sudah berada diatas garis kemiskinan (hampir miskin 

dan rentan miskin) agar tidak kembali menjadi miskin dan menjadikan masyarakat 

miskin "naik kelas". Selanjutnya juga dengan menjamin keberlanjutan dan 

mengembangkan usaha ekonomi mikro dan kecil melalui pengembangan 

kapasitas kelembagaan usaha mikro dan kecil (UMK) melalui fasilitasi akses 

permodalan dari perbankan maupun non-perbankan, pemberian 

insentif/kemudahan, pembinaan usaha, serta pengembangan pemasaran agar 

usaha mikro kecil dapat naik kelas. 

 

3. Mengurangi wilayah kantong – kantong kemiskinan  

diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan 

dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan hingga 

infrastruktur sanitasi dan air minum layak. Strategi tersebut juga mencakup 

peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan 

sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan 
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BAB IV 
 

RENCANA AKSI TAHUN 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2025 

 

Sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2025 yang menjadi dasar/pedoman dalam penyusunan perencanaan 

anggaran yang tertuang dalam rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan program, 

kegiatan dan subkegiatan intervensi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem; dan 

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefisikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah, diidentifikasikan ada 15 (Lima  Belas) Program yang terdiri dari 16 

(Enam Belas) Sub kegiatan dan 17 (Tujuh Belas) Sub kegiatan intervensi 

penanggulangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem dengan total anggaran 

sebesar Rp. 133.347.939.000 yang tersebar/dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) Perangkat 

Daerah pengampu, yaitu sebagai berikut : 

1. Dinas Pendidikan; 

2. Dinas Kesehatan; 

3. Bappelitbangda; 

4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 

5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 

6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

7. Dinas Kelautan dan Perikanan; 

8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

9. Dinas Sosial. 

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Dalam pelaksanaan program-program penangguangan kemiskinan di 

Provinsi Sulawesi Selatan sudah bersifat konvergen atau cross cutting atau 

Kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah dengan lokus sasaran yang 

sama. Selanjutnya dapat disampaikan detail Rencana Aksi Tahunan di 
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Provinsi Sulawesi Selatan dalam table 4.1 sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Matriks Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 

 

Nama Opd 

Kode 
Program/ 
Kegiatan/ 

Subkegiatan 

Nama 
Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan 

Narasi/Substansi 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Indikator Target Satuan 

Jumlah 
Orang 
Miskin 
Yang 

Disasar 

Anggaran 
(Rp) 

1 2 3 4 5 6 7  8 

1. Dinas Pendidikan  Program Pengelolaan 
Pendidikan 

  Persentase Jumlah 
Warga Negara 16-18 
Yang Berpartisapasi 
Dalam Pendidikan 
Menengah 

    

   Keg. Pengelolaan 
Pendidikan Sekolah 
Menengah Atas  

            

   Sub .Keg. Pengadaan 
Perlengkapan 
Peserta Didik 

Belanja Pakaian Batik 
Nasional, Pengadaan 
Seragam Sekolah 
Baju Batik 

  15.187 
17.293 

Paket   Rp.6.958.173.000 

2. Dinas Kesehatan  Program Pemenuhan 
Upaya Kesehatan 
Perorangan Dan 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

  % Ibu Hamil Kurang 
Energi Kronik (Kek) 
Yang Mendapatkan 
Tambahan Asupan 
Gizi  

96 %     

        Cakupan Penduduk 
Sesuai Kelompok 
Usia Yang Dilakukan 
Skirining Penyakit 
Tidak Menular 

90 %     
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        Cakupan Kunjungan 
Lengkap Ibu Hamil 
(K6) 

76 %     

        Cakupan Kunjungan 
Neonatal Lengkap 
(Kn Lengkap) 

98 %     

        % Penduduk /Warga 
Terdampak Krisis 
Kesehatan Akibat 
Bencana Dan/Atau 
Berpotensi Bencana 
Provinsi Yang 
Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan 
(Spm) 

100 %     

        % Anak Berusia 
Dibawah Lima 
Tahun (Balita) Gizi 
Kurang Yang 
Mendapat Tambahan 
Asupan Gizi 

90,5 %     

        Angka Kematian 
Akibat Penyakit 
Menular 

9,5/100.0
00 

Pendudu
k 

    

   Keg. Penyediaan 
Layanan Kesehatan 
Untuk Ukp Rujukan, 
Ukm Dan Ukm 
Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi 

  % Layanan 
Kesehatan Untuk 
Ukp Rujukan, Ukm 
Dan Ukm Rujukan 
Tingkat Daerah 
Provinsi Yang 
Dilaksanakan 

100 %     

   
1.02.02.1.02.0016 

 

Sub. Kegiatan 
Pengelolaan Jaminan 
Kesehatan 
Masyarakat 

Kontribusi Jaminan 
Kesehatan Bagi Pbi, 
Kontribusi Jaminan 
Kesehatan Subsidi 

Peserta Penerima 
Bantuan Iuran Bpjs 

41240082 
* 13 Bulan 

Orang   Rp. 86.604.172.200 
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Iuran Jaminan 
Kesehatan 

   Penggantian Klaim 
Rumah Sakit 

Penanganan 
Penderita Stunting 
Dan Gizbuk Di 
Rumah Sakit 

1  Tahun  Rp.3.000.000.000 

3. Bappelitbangda 5.0.03 Program Koordinasi 
Dan Sinkronisasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase Pd Yang 
Menyusun Program 
Yang Sinkron 
Dengan Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Kesesuaian Indikator 
Dan Target 
Pembangunan 
Daerah Lingkup 
Bidang Ekonomi Dan 
Sda Dengan 
Indicator Dan Target 
Pembangunan 
Nasional Bidang 
Ekonomi Dan Sda 
Tahun N 

100 %     

  5.01.03.1.02 Koordinasi 
Perencanaan Bidang 
Perekonomian Dan Sda 
(Sumber Daya Alam) 

Persentase 
Kesesuaian Renstra 
Dan Renja Dengan 
Rpd Dan Rkpd 
Bidang 
Perekonomian Dan 
Sda 

Persentase 
Kesesuaian Renstra 
Dan Renja Dengan 
Rpd Dan Rkpd 
Bidang 
Perekonomian Dan 
Sda 

100 %     

  5.01.03.1.02.0004 Koordinasi 
Pelaksanaan 
Sinergitas Dan 
Harmonisasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah Bidang 
Perekonomian 

Sinkronisasi 
Renstra/Renja 
Perangkat Daerah 
Dengan 
Rkpd/Rpjmd 
Provinsi Sulawesi 
Selatan 

Jumlah Laporan 
Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja 
Dengan 
Rkpd/Rpjmd Pada 
Bidang 
Perekonomian 

1 Laporan    Rp.51.000.000 
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4. Dinas Energi Dan 
Sumber Daya Mineral 

3.29.05/ 
3.29.05.1.09/ 
3.29.05.1.09.02 

Program : 
Pengelolaan Energi 
Baru Terbarukan/ 
Kegiatan : 
Pelaksanaan 
Konservasi Energi 
Pada Sarana Dan 
Prasarana Yang 
Dikelola Oleh 
Perangkat Daerah 
Yang Membidangi 
Urusan Energi Dan 
Sumber Daya 
Mineral/ Sub 
Kegiatan : 
Pelaksanaan 
Kegiatan Konservasi 
Energi. 

Pengadaan Lampu 
Tenaga Surya Hemat 
Energi (Ltshe) Yang 
Akan Diberikan 
Kepada Masyarakat/ 
Rumah Tangga 
Kurang Mampu. 

Jumlah Rumah 
Tangga Yang 
Mendapatkan 
Bantuan. 

192 Set 192 
Rumah 
Tangga 

Rp.768.000.000 

3.29.06/ 
3.29.06.1.06/ 
3.29.06.1.06.02 

Program : 
Pengelolaan 
Ketenagalistrikan/ 
Kegiatan : 
Penganggaran Untuk 
Kelompok 
Masyarakat Tidak 
Mampu, 
Pembangunan 
Sarana Penyediaan 
Tenaga Listrik Belum 
Berkembang, Daerah 
Terpencil Dan 
Perdesaan/ Sub 
Kegiatan : Penetapan 
Penerima Manfaat 
Dari Kelompok 

Pengadaan Bantuan 
Pasang Baru Listrik 
(Bpbl) Yang Akan 
Diberikan Kepada 
Masyarakat/ Rumah 
Tangga Kurang 
Mampu. 

Jumlah Rumah 
Tangga Yang 
Mendapatkan 
Bantuan. 

215 Set 215 
Rumah 
Tangga 

Rp.509.765.000 
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Masyarakat Tidak 
Mampu. 

5. Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman 
Dan Pertanahan 

1 04 03 Program : Kawasan 
Permukiman 

  Indikator Program : 
Persentase Satuan 
Perumahan Yang 
Sudah Dilengkapi 
Psu (Ikk 
Permendagri 
18/2020) 

5,21 (%)     

1 04 03 1.02 Kegiatan 
:Peningkatan 
Kualitas Kawasan 
Permukiman Kumuh 
Dengan Luas 10 
(Sepuluh) Ha Sampai 
Dengan Di Bawah 15 
(Lima Belas) Ha 

  Indikator Kegiatan 
:Jumlah Kawasan 
Kumuh Yang 
Ditingkatkan 
Kualitasnya 

5 Kawasan     

1 04 03 1.02 0014 Sub. Kegiatan : 
Pelaksanaan 
Pembangunan 
Pemugaran/ 
Peremajaan 
Permukiman Kumuh 
Dengan Luas 10 
(Sepuluh) Ha Sampai 
Dengan Di Bawah 15 
(Lima Belas) Ha 

Peningkatan Kualitas 
Rumah Tidak Layak 
Huni (Rtlh) 

Indikator Sub 
Kegiatan :Luas 
Permukiman Kumuh 
Dengan 
Luas 10 (Sepuluh) 
Ha Sampai 
Dengan Di Bawah 15 
(Lima Belas) Ha 
Yang Dipugar 

30 Ha     Rp.2.401.004.000 

    - Peningkatan 
Kualitas Rtlh = 10 
Unit 
@Rp.20.0000.000,- Di. 
Kab. Bone 
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    - Peningkatan 
Kualitas Rtlh = 10 
Unit 
@Rp.20.0000.000,- Di 
Kab. Bulukumba 

          

    - Peningkatan 
Kualitas Rtlh = 10 
Unit 
@Rp.20.0000.000,- Di 
Kab. Maros 

          

    - Peningkatan 
Kualitas Rtlh = 10 
Unit 
@Rp.20.0000.000,- Di 
Kab. Takalar 

          

    - Peningkatan 
Kualitas Rtlh = 25 
Unit 
@Rp.20.0000.000,- Di 
Kota Makassar 

          

1 04 02 Program : 
Pengembangan 
Perumahan 

  Indikator Program : 
Persentase Lokasi 
Bencana Skala 
Provinsi Yang 
Tertangani (%) 

11,63 (%)     

1 04 02 1.03 Kegiatan : 
Pembangunan Dan 
Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana 

  Indikator Kegiatan : 
Jumlah Dokumen 
Hasil Pendataan 
Rumah Korban 
Bencana 

2 Dokumen     
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Atau Relokasi 
Program Provinsi 

1 04 02 1.03 0001 Sub Kegiatan : 
Rehabilitasi Rumah 
Bagi Korban Bencana 

Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana 

Indikator Sub 
Kegiatan : Jumlah 
Rumah Korban 
Bencana 
Provinsi Yang 
Terehabilitasi 

51 Unit    Rp.1.367.344.000 

    - Pembangunan 
Rumah Korban 
Bencana = 3 Unit 
@Rp.60.000.000,- Di 
Kab. Enrekang 

          

    - Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana = 5 
Unit 
@Rp.20.000.000,- Di 
Kab. Enrekang 

          

    - Pembangunan 
Rumah Korban 
Bencana = 13 Unit 
@Rp.60.000.000,-  
Kab. Luwu 

          

    - Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana = 20 
Unit 
@Rp.20.000.000,- 
Kab. Luwu 
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    - Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana = 10 
Unit 
@Rp.20.000.000,- Di 
Kota Palopo 

          

1 04 05 Program : 
Peningkatan 
Prasarana , Sarana 
Dan Utilitas Umum 
(Psu) 

  Indikator Program : 
Persentase Satuan 
Perumahan Yang 
Sudah Dilengkapi 
Psu (Ikk 
Permendagri 
18/2020) 

48,57 %     

1 04 05 1.01 Kegiatan : Urusan 
Penyelenggaraan Psu 
Permukiman 

  Indikator Kegiatan : 
Jumlah Kawasan 
Permukiman Yang 
Terfasilitasi 
Perencanaan Dan 
Pembangunan Psu 

7 Kawasan     

1 04 05 1.01 0001 Sub. Kegiatan : 
Penyediaan 
Prasarana, Sarana, 
Dan Utilitas Umum 
Di Permukiman 
Untuk Menunjang 
Fungsi Permukiman 

Pembangunan Dan 
Pengadaan Air Siap 
Minum (Arsinum) 

Indikator Sub 
Kegiatan : Jumlah 
Lokasi Di 
Permukiman Yang 
Disediakan 
Prasarana, Sarana 
Dan Utilitas Umum 
Yang Menunjang 
Fungsi Permukiman  

5 Lokasi    Rp.8.365.000.000 

    - Pulau Bontolebang 
Desa Bontolebang 
Kec.Bontoharu 
Kab.Kepulauan 
Selayar 
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    - Pulau Kodingare 
Desa Pulau Padaelo 
Kec.Pulau Sembilan 
Kab.Sinjai 
  

          

    - Pulau Laiya Desa 
Mattiro Labangeng 
Kec.Liukang 
Tupabbiring Utara 
Kab.Pangkajene Dan 
Kepulauan 
  

          

    - Pulau Pasitallu 
Desa Khusus 
Pasitallu 
Kec.Takabonerate 
Kab.Kepulauan 
Selayar 
  

          

    - Pulau Puteangin 
Desa Lasitae 
Kec.Tanete Rilau 
Kab.Barru 
  

          

6. Dinas Kelautan Dan 
Perikanan 

3.25.03 Program Pengelolaan 
Perikanan Tangkap 

Dalam Rangka 
Mendukung 
Swasembada Pangan 
Untuk Memenuhi 
Konsumsi Ikan 
Daerah Dengan 
Target 71,6 
Kg/Kap/Thn 
Dengan Jumlah 
Penduduk Sulawesi 
Selatan 9,4 Juta Jiwa 

Nilai Produksi 
Perikanan Tangkap 
(Rp.000) 

 
11.960.232
.411  

Rp. 000 55 
Orang 

 

      Produksi Perikanan 
Tangkap (Ton) 

 451.818,7  Ton     

      Cakupan Bina 
Kelompok Nelayan 

 30,00  Persen     

      Persentase Produksi 
Perikanan Kelompok 
Nelayan 

 31,23  Persen     
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Maka Program 
Pengelolaan 
Perikanan Tangkap 
Diarahkan Agar 
Kebutuhan Pangan 
Ikan Dapat  
Terpenuhi Di Tahun 
2025 Dengan Target 
Produksi 451.818,7 
Ton Maka Dilakukan 
Upaya 
Pengelolaan 
Perikanan Tangkap 
Mencakup 
Penangkapan Ikan, 
Penanganan Dan 
Distribusi Hasil 
Tangkapan, 
Penelitian Dan 
Kajian Serta  
Pengembangan 
Inovasi Teknologi 
Penangkapan Ikan, 
Yang Bertujuan 
Untuk : 
Meningkatkan 
Produktivitas 
Perikanan Tangkap, 
Menjaga Kelestarian 
Sumber Daya 
Perikanan , 
Meningkatkan 
Kesejahteraan 
Nelayan , 
Meningkatkan Daya 
Saing Hasil 
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Perikanan,  
Meningkatkan Nilai 
Tambah Hasil 
Perikanan , 
Meningkatkan 
Kepastian Berusaha, 
Serta Mendukung 
Kontribusi Dalam 
Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 

  3.25.03.1.01 Kegiatan 
Pengelolaan 
Penangkapan Ikan 
Di Wilayah Laut 
Sampai Dengan 12 
Mil 

Pengeloaan Kegiatan 
Penangkapan Ikan 
Melalui Pemenuhan 
Standarisasi 
Prasarana Dan 
Sarana Penangkapan 
Agar Terwujud 
Usaha Yang 
Menguntungkan 
Dan Menjaga 
Kelestarian Sumber 
Daya Ikan Di 
Wilayah Laut 
Sampai Dengan 12 
Mil 

Jumlah Sarana Dan 
Prasarana 
Pengelolaan 
Penangkapan Ikan 
Di Wilayah Laut 
Sampai Dengan 12 
Mil 

10 Unit     

      Jumlah Kelompok 
Nelayan Yang 
Mendapatkan 
Pembinaan Dan 
Bantuan Pemerintah 

4 Kelompo
k 

    

  3.25.03.1.01.0002 Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Prasarana Usaha 
Perikanan Tangkap 

Tersedianya 
Apartemen Ikan 
Sebanyak 1 Unit 
Untuk Pengelolaan 
Ekosistem 
Sumderbaya Ikan Di 
Lokasi Penangkapan 
Nelayan 

Jumlah Prasarana 
Usaha Perikanan 
Tangkap Yang 
Tersedia Di Wilayah 
Laut Sampai Dengan 
12 Mil 

1 Unit 15 
Orang 

 Rp.4.553.899.500  
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  3.25.03.1.01.0010 Sub Kegiatan 
Penyediaan Sarana 
Usaha Perikanan 
Tangkap 

Tersedianya Sarana 
Penangkapan Ikan 
Bagi Nelayan (Alat 
Bantu Pennagkapan 
(Rumpon)/Alat 
Tangkap) 

Jumlah Sarana Usaha 
Perikanan Tangkap 
Yang Tersedia Di 
Wilayah Laut 
Sampai Dengan 12 
Mil 

9 Unit 30 
Orang 

Rp.4.865.400.000  

  3.25.03.1.02 Kegiatan  
Pengelolaan 
Penangkapan Ikan 
Di Wilayah Sungai, 
Danau, Waduk, 
Rawa, Dan 
Genangan Air 
Lainnya Yang Dapat 
Diusahakan Lintas 
Kabupaten/Kota 
Dalam 1 (Satu) 
Daerah Provinsi 

Pengeloaan Kegiatan 
Penangkapan Ikan 
Melalui Pemenuhan 
Standarisasi 
Prasarana Dan 
Sarana Penangkapan 
Agar Terwujud 
Usaha Yang 
Menguntungkan 
Dan Menjaga 
Kelestarian Sumber 
Daya Ikan Di 
Wilayah Perairan 
Umum Daratan Yang 
Dapat Diusahakan 
Lintas Kabupaten 
/Kota Dalam Daerah 
Provinsi 

Jumlah Sarana Dan 
Prasarana 
Pengelolaan 
Penangkapan Ikan 
Di Wilayah Sungai, 
Danau, Waduk, 
Rawa Dan Genangan 
Air Lainyya Yang 
Dapat Diusahakan 
Lintas 
Kabupaten/Kota 
Dalam Satu Provinsi 

3 Unit     

      Jumlah Kelompok 
Nelayan Yang 
Mendapatkan 
Pembinaan Dan 
Bantuan Pemerintah 

1 Kelompo
k 

    

  3.25.03.1.02.0004 Sub Kegiatan 
Penyediaan Sarana 
Usaha Perikanan 
Tangkap 

Tersedianya Sarana 
Penangkapan Ikan 
Bagi Nelayan (Alat 
Bantu/Alat 
Tangkap/Mesin)  

Jumlah Sarana Usaha 
Perikanan Tangkap 
Yang Tersedia Di 
Wilayah Perairan 
Darat 

3 Unit 10 
Orang 

 Rp.23.700.000,00  

  3.25.04 Program Pengelolaan 
Perikanan Budidaya 

Program Perikanan 
Budidaya Mencakup 
Pemeliharaan Dan 

Nilai Produksi 
Perikanan Budidaya 
(Rp.000) 

 
22.187.160
.000,00  

Rp. 000 100 
Orang 
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      Pengembangbiakan 
Ikan Atau 
Organisme Air 
Lainnya Di Perairan 
Tawar, Payau, Dan 
Pesisir Pantai Yang 
Bertujuan 
Meningkatkan 
Pendapatan Dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Melalui 
Penyediaan Sarana 
Dan Prasarana 
Produksi, Bimbingan 
Tehnis, Inovasi 
Pengelolaan Produk 
Lokal Untuk 
Mememperkuat 
Ekonomi Dan 
Promosi Produk 
Lokal, Meningkatkan 
Efisiensi Dan 
Produktivitas. 

Jumlah Produksi 
Perikanan Budidaya 
(Rp.M) 

 
4.417.925,
70  

Ton     

      Persentase 
Ketersediaan Benur 
Berkualitas ( %) 

90 Persen     
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  3.25.04.1.05 Pengelolaan 
Pembudidayaan Ikan 
Di Laut 

Upaya Pemeliharaan, 
Pembesaran 
Komodtas Perikanan 
Di Laut Dengan 
Menjaga Kualitas 
Lingkungan Dan 
Pengelolaan Air  
Untuk 
Meningkatkan 
Produktivitas Dan 
Pendapatan Petani 
Ikan, Serta Menjaga 
Keberlanjutan 
Sumber Daya 
Perikanan 

Jumlah 
Pembudidaya Di 
Kawasan Konservasi 
Dan Laut Yang 
Dibina Dan Dipantau 

100 Orang     

  3.25.04.1.05.0002 Penyediaan 
Prasarana 
Pembudidayaan Ikan 
Di Laut 

Tersedianya 
Prasarana 
Pembudidayaan Ikan 
Di Laut  

Jumlah Prasarana 
Pembudidayaani 
Kan Di Laut 

100 Unit 100 
Orang 

Rp.11.939.400.000 
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7. Dinas Lingkungan 
Hidup Dan Kehutanan 

03.28.05 Program Pendidikan 
Dan Pelatihan, 
Penyuluhan Dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Di 
Bidang Kehutanan 

 Dalam Rangka 
Dalam Mengurangi 
Kemiskinan Ekstrem 
Dengan Pendekatan 
Yang Berbasis Pada 
Keberlanjutan Dan 
Pemanfaatan Sumber 
Daya Alam Secara 
Bijak. Salah Satu 
Pendekatan Yang 
Dilakukan Adalah 
Dengan 
Pendampingan Dan 
Penguatan 
Kelompok Tani 
Hutan, Kelompok 
Tani Dapat 
Menghasilkan 
Produk Yang 
Beragam, 
Meningkatkan 
Ketahanan Pangan, 
Serta Memperoleh 
Pendapatan Dari 
Berbagai Sumber. 
Pendampingan Dan 
Pelatihan Yang 
Dilakukan  Berfokus 
Pada Pengelolaan 
Sumber Daya Alam 
Secara Berkelanjutan 
Dan Pengembangan 
Usaha. Pelatihan 
Dalam Teknik 
Agroforestry, 
Pengelolaan Hutan 

Persentase 
Peningkatan 
Kemampuan (Kelola 
Kelembagaan, Kelola 
Usaha, Kelola 
Kawasan) 
Kelompok Tani 
Hutan 

 2,60  % 75 
Orang 
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Yang Ramah 
Lingkungan, Serta 
Keterampilan Bisnis 
Dan Pemasaran 
Akan Membantu 
Kelompok Tani 
Meningkatkan Hasil 
Dan Kualitas Produk 
Mereka. Dengan 
Memiliki 
Keterampilan Yang 
Lebih Baik, Mereka 
Akan Dapat 
Mengelola Lahan 
Hutan Mereka Lebih 
Produktif Dan 
Menghasilkan 
Pendapatan Yang 
Lebih Tinggi. 
Pendampingan Dan 
Penguatan Yang 
Dilakukan Berupa 
Pemberian 
Bahan/Bibit 
Tanaman(Stup Lebah 
Dan Bibit Alpukat 
Okulasi Dan 
Rambutan) Serta 
Adanya Sekolah 
Lapang Untuk 
Membantu 
Kelompok Dalam 
Pengembangan 
Usahanya. 



 58 

  3.28.05.1.01 Pelaksanaan 
Penyuluhan 
Kehutanan Provinsi 
Dan Pemberdayaan 
Masyarakat Di 
Bidang Kehutanan 

Pelaksanaan 
Penyuluhan 
Kehutanan Dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Di 
Bidang Kehutanan 
Sangat Penting 
Dalam Mendorong 
Masyarakat Untuk 
Menjadi Pengelola 
Hutan Yang 
Berkelanjut An. 
Dengan Memberikan 
Pengetahuan, 
Keterampilan, Serta 
Akses Kepada Pasar 
Dan Pembiayaan, 
Masyarakat Dapat 
Meningkatkan 
Kesejahteraan 
Mereka Dan 
Berperan Dalam 
Menjaga Kelestarian 
Sumber Daya Alam. 
Pendekatan Ini 
Memerlukan 
Kolaborasi Antara 
Berbagai Pihak, 
Termasuk 
Pemerintah, 
Masyarakat, Dan 
Sektor Swasta, Untuk 
Menciptakan 
Ekosistem 
Kehutanan Yang 
Adil Dan 

Jumlah Kth Pemula 
Menjadi 
Kth Madya 

24 Kelompo
k 
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Berkelanjutan. 
Pelaksanaan 
Penyuluhan Dan 
Pemberdayaan 
Kelompok 
Membantu 
Kelompok Dalam 
Meningkatkan Kelas 
Kemampuan 
Kelompok Dalam 
Mengembangkan 
Usahanya 

        Jumlah Kth Madya 
Yang 
Difasilitasi 

20 Kelompo
k 

  

  3.28.05.1.01.0002 Sub Kegiatan 
Penguatan Dan 
Pendampingan 
Kelembagaan 
Kelompok Tani 
Hutan 

Penguatan Dan 
Pendampingan 
Kelembagaan 
Kelompok Tani 
Hutan Adalah 
Bagian Dari Upaya 
Pemberdayaan 
Masyarakat Untuk 
Meningkatkan 
Kesejahteraan 
Melalui Pengelolaan 
Hutan Yang 
Berkelanjutan. 
Pendampingan Dan 
Penguatan Yang 
Dilakukan Berupa 
Pemberian Akses 
Pembiayaan, 
Penguatan Kapasitas 
Organisasi, Dan 

Jumlah Kelompok 
Tani Hutan Yang 
Mandiri Yang 
Mengikuti 
Penguatan 
Dan Pendampingan 
Kelembagaan 

2 Kelompo
k 

   Rp.764.919.700 
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Pengembangan 
Usaha Berbasis 
Sumber Daya Hutan, 
Kelompok Tani 
Hutan Dapat 
Mengelola Hutan 
Secara Produktif 
Tanpa Merusak 
Lingkungan. Dengan 
Demikian, Mereka 
Tidak Hanya Dapat 
Meningkatkan 
Pendapatan, Tetapi 
Juga Berperan Aktif 
Dalam Konservasi 
Alam, Yang Pada 
Gilirannya Akan 
Berkontribusi Pada 
Pembangunan Yang 
Lebih Berkelanjutan 
Di Tingkat Lokal 
Maupun Nasional. 
Pengembangan 
Usaha Yang 
Dilakukan Berupa 
Pemberian Bantuan 
Berupa Bahan/Bibit 
Tanaman (Setup 
Lebah Madu Dan 
Bibit Alpukat 
Okulasi Dan 
Rambutan) Pada 
Kelompok Dengan 
Anggota Yang 
Tergolong Miskin 
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8. Dinas Tenaga Kerja 
Dan Transmigrasi 
Provinsi Sulawesi 
Selatan 

2.07.03 Program Pelatihan 
Kerja Dan 
Produktivitas Tenaga 
Kerja 

            

2.07.03.1.01 Kegiatan 
Pelaksanaan Latihan 
Kerja Berdasarkan 
Klaster Kompetensi 

            

  2.07.03.1.01.0001 Sub Kegiatan Proses 
Pelaksanaan 
Pendidikan Dan 
Pelatihan 
Keterampilan Bagi 
Pencari Kerja 
Berdasarkan Klaster 
Kompetensi 

  Jumlah Tenaga Kerja 
Yang Mendapat 
Pelatihan Berbasis 
Kompetensi Pada 
Tahun 2025 

       Rp.108.692.100 

    Pelatihan Processing 
Kab. Bantaeng 

    20 Orang     

    Belanja Barang 
Untuk 
Dijual/Diserahkan 
Kepada Masyarakat 

    1 Paket      

    Pelatihan Tata Boga 
Disabilitas 

    20 Orang     

    Belanja Barang 
Untuk 
Dijual/Diserahkan 
Kepada Masyarakat 

    1 Paket     

9. Dinas Sosial 
 

Program 
Perlindungan Dan 
Jaminan Sosial 
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  Keg: Pengelolaan 
Data Fakir Miskin 
Cakupan Daerah 
Provinsi 

      

 1.06.05.1.02.0001 Subkeg: Fasilitasi 
Bantuan Sosial 
Kesejahteraan 
Keluarga 

     824.400.000 

  Program Rehabilitasi 
Sosial 

      

  Keg: Rehabilitasi 
Sosial Dasar 
Penyandang 
Disabilitas Terlantar 
Di Dalam Panti 

      

 2.07.03.1.01.0001 Subkeg: Proses 
Pelaksanaan 
Pendidikan Dan 
Pelatihan 
Keterampilan 

     182.266.000 

10. Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

2.13.05.1.01.0006 Program 
Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan, 
Lembaga Adat Dan 
Masyarakat Hukum 
Adat 

Fasilitasi Pemerintah 
Desa Dalam 
Pemanfaatan 
Teknologi Tepat 
Guna 

Ibu Rumah Tangga 
Dan Pemuda Desa  
 

30 Orang  803.500 

Total 133.347.939.000,- 
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BAB V 
 

PENUTUP 
 
5.1 KESIMPULAN 
 

Rencana Aksi Tahun 2024 (RAT) Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi 

Sulawesi Selatan disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja penanggulangan 

kemiskinan dan tertuang ke dalam matriks penanggulangan kemiskinan  melalui              

program - program prioritas yang dirancang dan diselaraskan dengan Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.  

Di dalam penyusunan Rencana Aksi Tahun 2024 (RAT) ini, pendekatan 

multisektor (kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga vertikal, dan masyarakat) 

yang menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi penurunan kemiskinan. 

Adapun Indikator keberhasilan seperti penurunan jumlah penduduk miskin, 

peningkatan akses layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi menjadi tolok ukur 

capaian program.  

 

5.2 SARAN-SARAN 
 

Diperlukan Upaya berupa penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas 

perangkat daerah guna menghindari tumpang tindih program-program yang telah 

dirancang untuk keberhasilan implementasi RAT Penanggulangan Kemiskinan. 

Monitoring dan evaluasi rutin dilakukan untuk mengukur efektivitas program serta 

melakukan perbaikan yang diperlukan guna peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia pelaksana, khususnya di tingkat desa/kelurahan, juga pelibatan aktif 

masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program agar 

lebih tepat sasaran.  

 
 
 

 


